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ABSTRACT

The implementation of Islamic inheritance law in the Indonesian Civil Code system
is not directly applied, as the two have different foundations and principles.
However, Islamic_inheritance law can be applied to Muslims through the
Compilation of Islamic Law (KHL), which is submitied by the Religious Courts,
where inheritance distribution is based on Islamic provisions. Meanwhile, the
Indonesian Civil Code system (KUHPerdata) applies o non-Muslims and regulates
inheritance distribution based on regulations that do not discriminatc based on
gender. The problem in this thesis is how inheritance rights are regulated according
10 the Compilation of Islamic Law and civil law, the dynamics of inheritance law
related to inheritance rights according to the Compilation of Islamic Law and civil
faw, and the basis for judges' considerations in resolving inheritance disputes in
court. The research conducted is a normative study using library research methods
10 examine secondary dara. The type of data in this study is secondary daia. Primary
and secondary legal materials are sysiematically compiled and analyzed
qualitatively. The legal regulation of inheritance rights according 1o the
Compilation of Islamic Law applies to Muslims and emphasizes equitable
distribution based on Islamic law, with different portions for certain heirs (for
example, two sons for two daughters). Meamwhile, Indonesian Civil Code (KUH
Perdata) applies to non-Muslims, with the basic principle of equal distribution for
heirs of the same degree, regardless of gender. The main differences lie in the
principles of justice, equality, and different categories of heirs. The dynamics of
inheritance law related to inheritance righis according 1o the Compilation of
Istamic Law and Indonesian C:ivil Code Iie in the legal basis, criteria for heirs, and
distribution mechanisms. The Compilation of Islamic Law bases mheritance
distribution on religious provisions contained in the Qur'an and Hadith, while
Indonesian Civil Code (KUH Perdata) stipulates distribution based on the principle
of kinship with the order of heir groups. The Islamic Law Compilation (KHI)
adheres (0 a more specific inheritance system based on faraidh, while civil law has
a more general division based on blood and marriage relations. Judges'
considerations in resolving inheritance disputes in court are the applicable law
(uridical), the facts revealed in court (juridical), and philosophical and
sociological considerations. Judges will analyze cases based on positive law, such
as g qmpitation of Islamic Law (KHI) for Mauslims and the Indonesian Civil
ata) for non-Muslims, while also considering justice, social
,mpau of the decision.
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ABSTRAK

IMPELEMENTASI HUKUM WARIS ISLAM DALAM SISTEM 

HUKUM PERDATA INDONESIA 

(Studi Kasus Penyelesaian Sengketa Warisan)
Afrijon
(245114140)
Implementasi hukum waris Islam dalam sistem hukum perdata Indonesia tidak diterapkan secara langsung, karena keduanya memiliki dasar dan prinsip yang berbeda. Namun, hukum waris Islam dapat berlaku bagi umat Muslim melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang diajukan oleh Pengadilan Agama, di mana pembagian warisan didasarkan pada ketentuan Islam. Sementara itu, sistem hukum perdata Indonesia (KUHPerdata) berlaku untuk non-Muslim dan mengatur pembagian waris berdasarkan peraturan yang tidak membedakan jenis kelamin. Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana pengaturan hukum hak waris menurut Kompilasi Hukum Islam dan hukum perdata, bagaimana dinamika hukum waris terkait hak waris menurut Kompilasi Hukum Islam dan hukum perdata, bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menyelesaian perkara sengketa warisan di Pengadilan. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian normatif dengan  menggunakan metode penelitian pustaka (library research) untuk mentelaah data-data sekunder. Jenis data penelitian ini adalah data sekunder. Bahan hukum primer dan sekunder disusun secara sistematis dan dianalisis secara kualitatif. Pengaturan hukum hak waris menurut Kompilasi Hukum Islam berlaku untuk Muslim dan menekankan pembagian yang merata berdasarkan syariat Islam, dengan bagian yang berbeda untuk ahli waris tertentu (misalnya, anak laki-laki 2 kali anak perempuan). Sementara itu, hukum perdata (KUH Perdata) berlaku bagi non-Muslim, dengan prinsip dasar pembagian yang sama rata untuk ahli waris pada derajat yang sama, tanpa memandang jenis kelamin. Perbedaan utama terletak pada prinsip keadilan, persamaan, serta kategori ahli waris yang berbeda. Dinamika hukum waris terkait hak waris menurut Kompilasi Hukum Islam dan hukum perdata terletak pada dasar hukum, kriteria ahli waris, dan mekanisme pembagiannya. KHI mendasarkan pembagian waris pada ketentuan agama yang terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis, sementara hukum perdata (KUH Perdata) menetapkan pembagian berdasarkan prinsip kekerabatan dengan urutan golongan ahli waris. KHI menganut sistem pewarisan yang lebih spesifik berdasarkan faraidh, sementara hukum perdata memiliki pembagian yang lebih umum berdasarkan hubungan darah dan perkawinan.  Dasar pertimbangan hakim dalam menyelesaian perkara sengketa warisan di Pengadilan adalah hukum yang berlaku (yuridis), fakta-fakta yang terungkap di persidangan (yuridis), serta pertimbangan filosofis dan sosiologis. Hakim akan menganalisis kasus berdasarkan hukum positif, seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI) untuk umat Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) untuk non-Muslim, serta mempertimbangkan keadilan, kondisi sosial, dan dampak putusan.
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